
 

 

TESIS 

 

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM 

MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK 

 

 

 

EKO PERRYAWAN ARIPIN 

NIM : 12124014 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 

2026 

  

DRAFT



  ii 

 

 
 

TESIS 

 

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM 
MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK 

 

 

 

Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi 
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Narotama 

Surabaya 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

EKO PERRYAWAN ARIPIN 

NIM : 12124014 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 

2026 

  

DRAFT



DRAFT



DRAFT



DRAFT



DRAFT



  vii 

 

 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini mempermasalahan mengenai batasan kewenangan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik dalam 
implmentasi maupun penegakan hukumnya, karena ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak jelas mengatur mengenai 
batasan kewenangan tersebut, khususnya batasan kewenangan dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota.  
Permasalahan hukum sebagai isu hukum dalam penelitian ini adalah batasan 
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sinergi penyelenggaraan 
Kawasan Tanpa Rokok antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, digunakan 
metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder sebagai sumber analisis dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok menetapkan 
kriteria penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wewenang Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, yaitu Kawasan Tanpa Rokok yang dimiliki, dikelola, dan/atau  
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan badan usaha swasta yang Perizinan 
Berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk sinergi yang 
dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur adalah dilakukan terhadap penyusunan kebijakan Daerah terkait 
dengan KTR, pencegahan dan pengendalian dalam KTR, pembinaan dan 
pengawasan, dan penegakan terhadap pelanggaran KTR. Untuk mengatasi 
permasalahan ini, disarankan agar dilakukan penyelarasan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Kawasan 
Tanpa Rokok serta membuat rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
 
Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Kewenangan, sinergi 
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ABSTRACT 

 

This research examines the limitations of the East Java Provincial Government's 
authority in implementing Smoke-Free Zones, both in terms of implementation and 
law enforcement. The provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health do 
not clearly regulate the limitations of this authority, particularly regarding the 
authority of Regency/City Governments. 

The legal issues addressed in this research are the limitations of the East Java 
Provincial Government's authority and the synergy between the East Java 
Provincial Government and Regency/City Governments in implementing Smoke-
Free Zones. To address these legal issues, a normative legal research method was 
used, using primary and secondary legal materials as analytical sources. 

The research findings indicate that East Java Provincial Regulation Number 4 of 
2024 concerning Smoke-Free Zones establishes criteria for establishing Smoke-
Free Zones under the authority of the East Java Provincial Government. These 
include Smoke-Free Zones owned, managed, and/or operated by the East Java 
Provincial Government, Regionally-Owned Enterprises of the East Java Provincial 
Government, and private business entities whose Business Licenses are issued by 
the East Java Provincial Government. Synergy between the East Java Provincial 
Government and the Regency/City Governments in East Java can be achieved 
through the development of regional policies related to smoke-free areas (KTR), 
prevention and control of KTR, guidance and supervision, and enforcement of KTR 
violations. To address this issue, it is recommended to align the East Java 
Provincial and Regency/City Regulations regarding Smoke-Free Areas and 
develop a joint action plan between the East Java Provincial Government and the 
Regency/City Governments in East Java. 

Keywords: Smoke-Free Areas, Authority, Synergy 
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